BABII

HUKUM ISLAM TENTANG KAFALAH DAN UJRAH

A. Definisi dan dasar hukum kafalah, syarat dan rukun kafa/ah, macam-macam
kafalah
1. Definisi kafalah
Dalam pengertian bahasa, kafalah berarti ad-dammu (menggabungkan).
kafalah juga berarti daman (jaminan), hamalah (beban), za’amah

(tanggungan)'®

Dalam bahasa arab, kafalah berasal dari kata (Jﬁf ) menanggung,
yaktulu (‘_}&), kuflan (Y457) menjamin. Takaful (J;L(,) saling menanggung-

yatakafalu (0S&) takafulan (Y6SS) kafil (J+45)  penanggung atau

17
penjamin .

Yaktulu (‘_},&)) dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surat an-

Nisa’ ayat 85 menyebutkan:

(Ao sy T o™ 25 B2 B0 ks 25

' Sayyid Sabiq, “Fighussunnah..., 174.
7 Ahmad Warson Munawwir, “al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia”, (Surabaya, Pustaka progessif,
1997), 1220
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“Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul
bagian (dosa) dari padanya” (QS. An-Nisa’ 85)"®

Secara istilah menurut KH Latif Mukhtar, MA'" istilah rakaful berasal
dari fikrah atau konsep Syekh Abu Zahrah.
Menurut Hasby ash-Shiddiqie kafalah menurut bahasa adalah:

Al 3 aed Ul aed o

“menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam
penagihan™?’.

Menurut mazhab Syafi’i adalah:

Gty op O L) ol Bganae g jlal o il 263 3l g ) Ltk Ais

OJ).n,D-
“akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau
menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang
berhak menghadirkannya™'

Sedangkan definisi kafalah secara syara’ menurut ulama’ Hanafiyah
yang paling tepat adalah, menggabungkan sebuah dzimmah (tanggungan)
kepada dzimmah yang lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak.
Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak kafi/ (penjamin) kepada

tanggungan a/-madin (orang yang menanggung suatu hak, orang yang dijamin)

di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, ad-dain (harta yang masih dalam

' Departemen Agama RI, AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA, (Jakarta, Yayasan Penterjemah
Al-Qur’an,1995), 133

' Latif Mukhtar, “Gerakan Kembali Ke Islam”, (Bandung; Rosda, 1998), 127

%% Hasbi ash-Shiddiqie, “Pengantar Fikih Muamalah”, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), 86

! Abdurrahman al-Jaziri, “ Al-Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah” (Qahirah, Darul Hadith, 2004), 221
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bentuk uang) atau harta al-‘ain (harta yang barangnya berwujud secara
kongkrit dan nyata) seperti barang yang digasab atau yang lainnya.

Definisi kafalah secara syara’ menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah
dan Hanabilah, kafalah adalah menggabungkan tanggungan damin (pihak yang
menjamin) kepada tanggungan a/-madmun ‘anhu (pihak yang dijamin) didalam
kewajiban menunaikkan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikkan
hutang. Jadi, berdasarkan definisi ini utang yang ada menjadi tanggungan
kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan yang dijamin.**

Konsep kafalah yang dikemukakan oleh ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah
dan Hanabilah biasa dikenal dengan istilah fakafi/ (tolong menolong). Dalam
pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesame orang
sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko
lainnya.”

Pengertian kafalah secara syara’ menurut Sayyid Sabiq adalah proses
penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asi/ dalam
tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau
pekerjaan. Dan pengertian ini didasarkan pada pendefinisian para ahli fikih
mazhab Hanafi**. Dari penjelasan ini dzimmah atau tanggungan digabungkan
menjadi tanggungan asi/ dalam memenuhi suatu tuntutan, utang, harta ataupun

pekerjaan.

> Wahbah az-Zuhaili, al- Fighu al-Islamy Wa Adillatuhu, Abdul hayyie al-Kattani dkk jilid. V7,
(Jakarta; Gema Insani, 2011), 35-36

» Muhammad syakir Sula, “Konsep Asuransi Dalam Islam”, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), 1
* Sayyid Sabiq, “Fighussunnah..., 174
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Menurut Ismail dalam buku Perbankan Syariah menjelaskan
bahwasannya kafalah adalah jaminan yang diberi oleh pemberi jaminan
(penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang
ditanggung. Dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang memberikan
penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang
debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang
dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin jika debitur
vvanpres‘[asi.25

Pengertian kafalah yang dikemukakan oleh Ismail bersifat tidak
muthlak atau dibatasi oleh suatu syarat. karena konsepnya, kafi/ akan
memberikan jaminan kepada debitur/makful lahu ketika pihak kreditur/ makful
‘anhu tidak mampu untuk membayar/pailit atau wanprestasi. Maka akad
kafalah ini akan terealisasi ketika pihak kreditur/makful ‘anhu tidak sanggup
untuk memenuhi tanggungannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti
pailit.

Menurut empat mazhab, boleh menjamin utang yang sudah jatuh tempo
dengan jaminan yang ditangguhkan. Begitu juga sebaliknya, boleh menjamin
hutang yang bersifat muajjal (belum jatuh tempo) dengan jaminan yang
bersifat Aalan (tunai). Karena jaminan adalah sifatnya tabarru’ (derma, sesuatu

yang tidak wajib namun dilakukan dengan tujuan membantu) dan dilakukan

» Ismail, “Perbankan Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2011), 201.
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karena memang kondisi yang ada membutuhkannya. Oleh karena itu, kafalah

sah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan oleh pihak kafil.”

Dalam fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwasannya
kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak
ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makfil anhu).”’

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka definisi
kafalah secara umum adalah jaminan, tanggungan yang diberikan oleh pihak
penjamin (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban
pihak yang ditanggung (makful ‘anhu) baik yang berbentuk utang ataupun
pekerjaan.

Dalam kafalah juga ditemukan adanya kafil, asil, makful lahu dan
makful bihi. Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan makful bihi
(vang ditanggung). asi/ adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang
ditanggung. makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Dan yang
dimaksud dengan makful bihi adalah orang atau barang, atau pekerjaan yang

wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (makfil ‘anhu).”®

%% Wahbah az-Zuhaili, al- Fighu al-Islamy..., 42.
?" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang

katalah

¥ Sayyid Sabiq, “Fighussunnah”, 174-175
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2. Dasar Hukum kafalah
Kaftalah disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, hadits dan ijma’. Adapun

dalil al-Qur’an yaitu:

(VY ks 355 4 U5 o s 4 505 (3 G £15ls 225 1506
“Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan suwa’ (alat penakar atau wadah
tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akau menjamin
terhadapnya” (QS.Yusuf: 72)%

Yang dimaksud dengan kata az-za 7m dalam ayat di atas adalah a/-kafil

(yang menjamin). Kata za 7m dengan makna yang sama juga disebutkan:

(2. V-)\-L“) J\J‘Jaﬁw\aﬁz
“Tanyakanlah kepada mereka: siapakah diantara mereka yang bertanggung
jawab terhadap keputusan yang diambil itu? (QS. Al-Qalam:40)

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya kata za7m merupakan
isim 7z 77/ dari kata za’ama dan mempunyai makna yang sama dengan kafi/ yang

artinya penanggung atau yang menjamin’’. Dalam ayat lain juga disebutkan:

&.é.ﬁﬁ}fa )c..‘ L&.l.% v_{J _b\; c/\ S} :s_::tj A)J\ g_j"‘ LﬁJ)—f‘ dj—’j-.’. v&u A'LWJ\ LJ'S Jb

(VT i) 2S5 J j.a_’ L ul.c 2 J6
“Ya’qub berkata “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-
sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama
Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika
kamu dikepung musuh” tatkala mereka memberikan janji mereka, maka

Ya’qub berkata” Adalah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini (QS.
Yusuf: 66)°!

¥ Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan Penterjemah Al-
Qur’an,1995), 360.

% Ahmad Warson Munawwir, “al-Munawwir..., 571.

’! Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahannya..., 359.
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Kata mautsiq yang disebutkan dalam ayat diatas mempunyai pengertian
janji yang teguh, yaitu janji yang persyaratkan oleh Ya’qub kepada anak-
anaknya untuk menjamin atas kembalinya saudara mereka (Yusuf) bersama-
sama mereka lagi.

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

Mvgﬂ:;“\;«u,;,uj L.sE 55 OLEYI 1345 V3 £IA6 13) A Wy 13531

(A ey O3l Gk A by
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah
kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah menegukannya, sedang

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (an-Nahl: 91)*>

-

(YV :0es JD).. u; LS Ces B Lgd;\j = J3h G5 s
“Maka tuhan menerimanya (sebagai nazar) dengan penerlmaan yang baik, dan
mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya
pemeliharanya” (QS. Ali ‘Imran: 37)*

Ayat diatas menggambarkan kafalah yang dilakukan oleh nabi Zakariya
terhadap Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan
hidupnya.

Adapun dalil hadits, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh

Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban:

2 Ibid., 415.
* Ibid., 81.
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“Hanad dan Ali ibn hujrin menceritakan kepadaku, keduanya berkata Isma’il
ibn ‘abbas menceritakan kepadaku syurahbila ibn muslim al-khaulani dari Abi
amamah berkata: aku mendengan nabi SAW dalam sebuah khutbah ketika haji
wada’, “pinjaman itu akan dipertanggung jawabkan, Orang yang menjamin
adalah orang yang menanggung dan hutang harus dibayar’*”

Didalam sahih Bukhari bab kafalah no. 2295 dijelaskan:

o\

}\ .:&/

Q'U\J‘ﬁi :)4...9 G‘”)Cﬁfy‘ wuﬁwd\du\;ju&rp\&y

P ol b i g g e go 08 et 566 of s

;i ol B g J6 vﬁ»ugﬁww“ 56 o35 5 sle s JUS 2
(Sl ol e b i 0,2

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari

Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau

bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Maka
Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain

i

kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya
hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah
saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung
hutangnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu.
(hadits riwayat Bukhari)®®

Dalam shahih Bukhari bab Hiwalah, n0.2289 juga dijelaskan:

s J6 4 w@@@m W&E;x;;’cq’;f:\gj Sis fan 5 S s
\}JuJJWL}AJu;@;:}:a\}Ju;s;C;@
J6 ke 7o o 32 ubjmdﬁ\"’ué??g;j;asixj‘?j’=5;33g_’;[j@
s @iy of % el s 0 56 6 ga 85 e 06 1 s s ule s
L;;WJ%usaswwma;gg;J@w
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* Sunan Tirmidzi, (Beirut, Lebanon, darul fikr, 2005), 3, 34.
%> Shalih bin Abdil aziz Muhammad Ali Syaikh, “Mausuah al-Hadis Syarif; al-Kutubu al-Sittah”
(Riyadh: Maktabah Darussalam, 2008), 178.
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“Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan
kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu
berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang
berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini
punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali:
"Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya
Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain
kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam, sholatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini
punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah
dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar".
Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah:
"Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya".
Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu (riwayat.
Bukhari).*°

Adapun ijma’, maka secara garis besar kaum muslimin sepakat bahwa
ad-daman (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia
dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berhutang.
Perlu diperhatikan bahwa kafalah dengan didasari niat yang baik merupakan
sebuah bentuk amal ketaatan dan bagi orang yang melakukannya akan

mendapat pahala.”” Sebagai mana firman Allah:

(v sl Q15 5 A1 e 808 Y s 3 e gl

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-
Maidah: 2)*®

3 1bid.,

7 Wahbah Zuhaily “al-Fighu al-islamy ..., 35.
*¥ Departemen Agama RI, A/-Qur’an ..., 157.
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3. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun kafalah menurut Imam Abu Hanifah adalah 7jab dan qabul,
maksudnya 77ab dari pihak kafil (penjamin) dan gabul dari ad-da’in (pihak yang
berpiutang atau yang memiliki hak, makful lahu)*

Abu Yusuf dan mayoritas fiigaha’ berpendapat bahwa rukun kafalah
hanya 7jab dari pihak kafil saja , sedangkan gabul/ dari pihak yang memiliki hak
bukan termasuk rukun.

Berdasarkan hal ini, maka kafalah sah hanya dengan 7jab dari pihak
kafil saja di dalam kafalah terhadap jiwa dan harta. Menurut mayoritas fugaha’
tidak disyaratkan adanya gabul/ dan persetujuan dari makful lahu. Karena dalam
hadits Abu Qatadah R.A. tidak disinggung masalah gabul dari pihak makful
lahu. Di dalam hadits Abu Qatadah R.A. tersebut kafalah sah hanya dengan

perkatannya,

4
3 Z
P

-
o~
00054

s ales .

“saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah” lalu Rasulullah
mensalati jenazah tersebut”

Juga Karena kafalah menurut bahasa artinya adalah ad-dammu
(menggabungkan), sedangkan menurut syara’ adalah komitmen (al-iltizam)
untuk siap ditagih untuk menunaikkan hak yang dipikul oleh pihak asi/
Menurut arti bahasa dan istilah ini berarti kafalah sudah cukup dan terbentuk

hanya dengan 7jab dari pihak kafi/ saja. Berdasarkan hal ini atau dilihat dari sisi

% Abdurrahman al-Jaziry, “al-Fighu ‘Ala Madzahibi ..., 172.
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ini, maka kafalah memiliki kemiripan dengan nadzar.*® Menurut mayoritas
ulama’*' rukun kafalah ada empat, yaitu:

1. Kafil atau orang yang menjamin (yaitu setiap orang yang sah untuk
mentasarufkan hartanya. Maka oleh karena itu, tidak sah penjaminan
atau kafalah yang diberikan oleh anak kecil dan saf7h, yaitu orang yang
tida sah melakukan tasharuf terhadap hartanya karena tidak memiliki
kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan
benar).

2. Makful bihi atau sesuatu yang dijamin (yaitu setiap hak yang boleh
diwakilkan, yaitu utang atau barang yang statusnya tertanggung. Ini
adalah dalam hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal
yang berkaitan dengan had atau gisas, karena keduanya tidak boleh
diwakilkan).

3. Makful ‘anhu atau pihak yang dijamin (yaitu setiap orang yang harus
memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup atau
sudah mati).

4. Sigah atau jjab. Ulama Syafi’iyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu
makftul lahu (pihak pemilik hak yang dijamin).

Para ulama’ Malikiyah juga menyebutkan bahwasannya rukun kafalah

adalah, makfil anhu, kafil, makful bihi dan sigah.*

“'Wahbah Zuhaily, “al-Fighu al-Islamy..., 38.
*! Fairuz Abady as-Syairozy, “al-Muhadzzab”, 2, (Beirut, dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995), 147.
* Abdurrahman al-Jaziry, “al-Fighu ‘Ala Madzahibi ..., 172.
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4. Macam-macam kafalah

Kafalah ada dua macam® yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan

harta.

Kafalah dengan Jiwa dikenal juga dengan jaminan muka, yaitu adanya
kemestian pada pihak kafi/ untuk menghadirkan orang yang ia tanggung
kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Dalam aplikasi Bank
Syariah kafalah bin nafs diberikan oleh seseorang yang menjamin orang
lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah. Dan jaminan ini biasa
disebut dengan personal guarantee, yaitu jaminan yang diberikan oleh
seseorang, karena reputasi atau karena jabatannya, atau sebab sebab
lainnya agar pihak bank berkenan memberikan pinjaman kepada pihak
yang dijamin. Dalam hal pihak terjamin tidak mampu melaksanakan
kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar
seluruh kewajibannya.**

Ulama’ fikih sepakat menyatakan bahwa kafalah penyerahan diri seorang
ini hukumnya sah apabila apabila berkaitan dengan masalah harta.*> Hal
ini sejalan dengan firman Allah:

51 BL oS b O o o B o s 1S Tl o 0

(VT ) k5% J G e i J6 HEp

* Sayyid Sabiq, “Fighussunnah”, 177.
* Ismail, “Perbankan Syariah”, 203.
* Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 3" (Jakarta,PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 7,

2006), 848.



29

“Ya’qub berkata “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi)
bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang
teguh (QS. Yusuf: 66)
Kafalah dengan Harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafi/
dengan pemenuhan harta. Imam Abu hanifah menyatakan bahwa makful
bihi itu bisa berbentuk wutang, materi, jiwa, maupun perbuatan.
Menurutnya, materi yang dijamin itu apabila bersifat amanah ditangan
makful ‘anhu tidak bisa menjadi obyek kafalah. Dan yang dimaksud
dengan kafalah terhadap suatu perbuatan adalah dalam rangka
penyerahan suatu barang yang menjadi tanggungan makful ‘anhu kepada
maktul lahu, seperti penyerahan barang yang diperjualbelikan atau barang
rungguhan (rahn).*® Kafalah dengan harta ini terbagi menjadi tiga yaitu:
1) Kafalah bi al-Dain

Yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan
orang lain. Hal ini didasari oleh hadits nabi:
B 4136 o Lo Lo JB 2 6 35 0 e s JE 2T 5z Gl

(Sl oly)) e d«‘-’ ‘*U‘ Jsts G 433 o s

Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau
bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab:
"Ya". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu
Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung hutangnya". Maka Beliau

shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (hadits riwayat
Bukhari)

* Ibid.,
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Disyaratkan dalam utang tersebut sebagai berikut:

a) Hendaknya nilai utang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi
jaminan seperti utang girad, upah atau mahar, seperti orang berkata
“juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin
pembayarannya dengan harga sekian. Maka harga penjualan
tersebut jelas.”

b) Barangnya diketahui, menurut Syafi’l dan ibn Hazm. Maka tidak
sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk
garar. Tetapi menurut Abu hanifah, Malik dan Ahmad boleh
menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2) Kafalah dengan Menyerahkan Materi
Yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan
orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli,
mengembalikan barang yang digasab dan sebagainya.

3) Kafalah dengan Aib

Yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual
tersebut terdapat masalah atau aib cacat (bahaya) karena waktu yang
terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si kafil bertindak sebagai
penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang
dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu

sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.*’

*" Abdul Rahman Ghazali, dkk “Figh Muamalat”, (Jakarta: Kencana, 2010), 208-209.
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B. Syarat-syarat ujrah (upah)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan yang
terkadang membutuhkan campur tangan orang lain atau dengan bantuan orang
lain. Berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan orang lain, maka perlu diberi
imbalan atau upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Dalam pembahasan
selanjutnya akan dijelaskan mengenai Syarat-syarat ujrah, yaitu:

1. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui
Syarat ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana hadist

Rasulullah saw:

-
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“Dituturkan dari Abu Sa’id Al-Khudry R.A. bahwa Nabi SAW bersabda:
Barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu

upahnya (HR. Abdul Razzaq dalam hadits mungati’. Hadits ini mausul
menurut baihaqy dari jalan Abu Hanifah)™*®

/i' n \

*&f;@&\md\ﬂ

Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan
upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan
biaya. Sedang menurut Shahihan, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad
cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.*

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah,
seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah
makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya,

maka akad itu dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian

*® Ibn Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram”, 169.
* Wahbah Zuhaily, “al-Fighu al-Islamy..., 400.
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dari upah, meskipun ukurannya tidak jelas sehingga membuat status
upahnya tidak jelas.

Dalam shahih Bukhari, no. 2268, dalam bab 7jarah dijelaskan:

L;éjau\wfwd\uﬁcebupuy\upswu» Jomu,\}
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“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan
kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu
'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan
kalian dibandingkan Ahlu Kitab seperti seseorang yang menyewa para
pekerja yang dia berkata; "Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi
hingga pertengahan siang dengan upah satu girath, maka orang-orang
Y ahudi melaksanakannya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang mau bekerja
untukku dari pertengahan siang hingga shalat 'Ashar dengan upah satu
qirath, maka orang-orang Nashrani mengerjakannya. Kemudain orang itu
berkata, lagi: "Siapa yang mau bekerja untukku dari 'Ashar hinga
terbenamnya matahari dengan upah dua girath, maka kalianlah orang yang
mengerjakannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya
berkata: "Bagaimana bisa, kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan
namun lebih sedikit upah yang kami terima!" Lalu orang itu berkata:
"Apakah ada hak kalian yang aku kurangi?" Mereka menjawab: "Tidak
ada". Orang itu berkata: "Itulah karunia dariku yang aku memberikannya
kepada siapa yang aku kehendaki".*’

Hadits di atas menjelaskan mengenai besaran upah dari sebuah
pekerjaan. Bahwasannya tidak ada batasan mengenai besaran upah yang
harus ditentukan. Melainkan besaran upah itu harus diketahui terlebih

dahulu sebelum dilakukannya sebuah pekerjaan. Dalam hadits di atas

*% Shalih bin Abdil Aziz Muhammad Ali Syaikh, “Mausuah al-Hadis Syarif, al-Kutubu al-Sittah”, 176.
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dijelaskankan bahwasannya Nabi mempekerjakan seseorang dari pagi
hingga pertengahan siang dengan upah sebesar satu girath. Kemudian dari
pertengahan siang sampai menjelang ashar dengan upah satu qgirath. Cerita
ini menjelaskan bahwasannya dalam memberikan upah itu haruslah jelas
dan mengenai besaran tidak ada batasan yang pasti. Hanya saja melihat dari
jenis pekerjaan, waktu pekerjan yang ditentukan. Dan upah itu ada karena
adanya seseorang yang dipekerjakan atau jasa seseorang yang disewakan

sehingga diharuskan memberikan upah dari apa yang telah dikerjakan atau

Dalam shahih Muslim no. 1202 dalam bab pengairan dijelaskan:
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syalbah telah
menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. (dalam jalur lain disebutkan)
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan
kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan
kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi
upah kepada tukang bekam." '

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan:

Syl 0 ke Ty 2Kl FUS S5 2SN 3asnd O 2351 )
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”
(QS. Al-Baqgarah: 233)

3 bid., 952.
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Dalam figh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab jjarah,

pada garis besarnya adalah ujrah terdiri atas:

a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu
barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.

b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah
kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada
ketenagakerjaan.’>

Secara umum, pemberian upah disebabkan oleh pengambilan

manfaat atas benda atau barang yang disewa untuk suatu kebutuhan baik
benda atau barang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Kemudian
pemberian upah juga disebabkan oleh suatu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang atas dasar permintaan dari orang lain. Jadi upah itu diberikan
karena adanya pengambilan manfaat jika obyeknya adalah barang atau
benda, dan adanya suatu pekerjaan jika obyeknya adalah orang.
Berdasarkan syarat-sarat wujrah/upah di atas dapat disimpulkan
bahwa upah harus berupa mal mutagawwim dan dinyatakan dengan jelas

atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.”’> Karena upah merupakan

> Wahbah al-Zuhayli, “a/-Fighu al-Islamiy..., IV, 3811.
> Ghufran A. Mas’adi, “Fikih Muamalah Konstektual”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
186.
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pembayaran atas nilai manfaat, maka nilai tersebut disyaratkan harus
diketahui denga jelas.’

Dalam peraturan pemerintah no 8 tahun 1981 Pasal 1 huruf a
dijelaskan bahwasannya “upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan
dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau “jasa” yang telah
atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk “vang” yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan...” berdasarkan pasal di atas, maka
upah/ujrah atas suatu jasa atau pekerjaan harus dinyatakan atau dinilai
dalam bentuk vang.

2. Ujrah/Upah Tidak Boleh Berdasarkan Persentase Atau Jumlah Talangan
Hutang

Dalam lembaga keuangan syariah kita juga mengenal adanya ujrah
atau upah atas jasa pihak lembaga kepada nasabahnya. Ketika lembaga
memberikan jasa kepada nasabah seperti, akad pertanggungan (kafalah),
akad pengalihan hutang (hiwalah), akad sewa (ijarah) maka bank
menetapkan ujrah/ipah dengan cara bermusyawarah dan kesepakatan
antara nasabah dengan pihak lembaga. Di samping itu produk yang
digunakan adalah akad tabarru’ atau dilakukan atas dasar saling rela.
Karena akad yang dipakai adalah akad zabarru’ maka besaran upah harus
jelas dan diketahui. Jika yang ditawarkan dalah akad pembiayaan yang

menggunakan akad t/jary, maka yang ditetapkan oleh lembaga adalah

>* Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 231.
> Peraturan Pemerintah RI, Nomor 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
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nisbah bagi hasil, seperti akad mudarabah, murabahah, musyarakah dan
lain-lain.

Dalam fatwa Dsn No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa Besar
imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan a/-Qard
yang diberikan Lembaga keuangan syariah kepada nasabah.®

Konsep pengambilan wujrah atau imbalan yang dijelaskan dalam
fatwa di atas dapat difahami bahwasannya pengambilan ujrah tidak boleh
didasarkan pada besaran jumlah hutang nasabah dan harus dinilai dalam
bentuk uang. Jadi pengambilan upah tidak boleh ditetapkan dengan cara
persentase atau ditentukan dengan menggunakan bentuk persen, seperti
contoh: sebuah koperasi memberikan pinjaman kepada nasabahnya sebesar
Rp. 10.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah dan jangka waktunya
angsuran adalah 6 bulan. Dan jaminan ini akan disimpan oleh pihak
koperasi dalam box dengan menggunakan akad safe deposit box. Dengan
adanya jasa ini, maka pihak koperasi meminta fee kepada nasabah sebesar
1% perbulan. Penentuan fee ini didasarkan pada besaran jumlah plafond
hutang nasabah yaitu Rp. 100.000 perbulan.

Dalam hal ini akad yang bersifat jasa seperti akad kafalah atau
penjaminan maka tidak diperbolehkan pengambilan ujrah/upah berdasarkan

jumlah hutang nasabah akan tetapi harus dinyatakan dalam bentuk uang

%% Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
lembaga keuangan syariah.
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sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun
1981 tentang perlindungan upah. karena konsep penentuan ujrah dalam
kafalah tidak menggunakan konsep nisbah bagi hasil yang mengacu pada
naik turunnya penghasilan.

Konsep persentase yang diterapkan dalam akad kafalah jika
dihubungkan dengan konsep riba, maka tergolong dalam jenis riba nasiah.
Riba ini dilakukan untuk menangguhkan pembayaran utang yang telah
jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang terbayar
maupun berasal dari utang pinjaman baik itu sedikit ataupun banyak. Hal
itu karena pekerjaan asli lembaga keuangan adalah meminjam dan
“memberikan pinjaman”. Misalnya, bank akan memberikan bunga sebesar
4% atau 5% kepaada pihak yang memberi pinjaman padanya dan
mengambil bunga 9-12 % dari pihak yang meminjam darinya. Pernyataan
bahwa bank hanya sekadar perantara antara penyimpan uang dan peminjam
lalu mendapatkan upah dari tugasnya sebagai perantara ini adalah tidak
benar, karena bank tidak membagi keuntungan atau kerugian dengan para
nasabah yang menyimpan dan persentase bunga telah ditetapkan sejak
awal, baik bagi nasabah ataupun peminjam’’.

Berdasarkan konsep persentase yang dijelaskan diatas bahwasannya
pertambahan dalam suatu pinjaman adalah riba dan tergolong dalam riba

nasiah yang hukumnya adalah haram. Ini dikarenakan penentuan wujrah yang

" Wahbah Al-Zuhaily, 343
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telah ditetapkan sejak awal yang didasarkan pada besaran jumlah talangan

atau utang nasabah. hal ini berselaras dengan hadis nabi yaitu:
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“dari ali berkata: Rasulullah SAW bekata: setiap pinjaman yang terdapat
manfaat adalah riba” (Hadis riwayat harith bin abi usamah, dan sanadnya
terjatuh)™

> Ibn Hajar al-Asqalany, “Bulugul maram..., 158.



